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BAB V 

                                                         PENUTUP 

A. KESIMPULAN  

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya 

maka yang dapat menjadi intisari dari permasalahan hukum sebagai 

kesimpulan adalah sebagai berikut : 

1. Perbuatan yang termasuk dalam lingkup tindak pidana di bidang 

penerbangan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 adalah : 

Pertama: Mengoperasikan pesawat udara Indonesia ataupun asing yang 

memasuki kawasan udara terlarang. Kedua: Mengoperasikan pesawat 

udara Indonesia ataupun asing yang memasuki kawasan udara terbatas 

Ketiga: Memproduksi atau merakit pesawat udara ataupun mesin 

pesawat dengan tidak memiliki sertifikat produksi. Keempat: 

Mengoperasikan pesawat udara yang tidak mempunyai tanda 

pendaftaran. Kelima: Memberikan tanda-tanda atau mengubah identitas 

pendaftaran. Keenam: Mengoperasikan  pesawat  udara  yang  tidak  

memenuhi standar kelaikudaraan. Ketujuh: Mengoperasikan pesawat 

udara yang tidak memiliki sertifikat operator pesawat udara. Kedelapan: 

Mengoperasikan pesawat udara yang tidak memiliki sertifikat 

pengoperasian pesawat udar. Kesembilan: Tiba ataupun tinggal landas 

dari Bandar Udara yang tidak sesuai dengan ketentuan.Kesepuluh: 

Sengaja menerbangkan dan mengoperasikan pesawat udara yang 

membahayakan pesawat udara. 
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2. Pertanggungjawaban korporasi terhadap kecelakaan pesawat udara 

yang pertanggungjawabannya dibebani kepada Kapten Penerbang 

terhadap kecelakaan pesawat udara tersebut ditinjau dari Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2009 adalah Pasal 411 UU Nomor. 1 Tahun 

2009 dan Pasal 438 UU Nomor. 1 Tahun 2009, dimana kedua Pasal 

tersebut dapat menjadi dasar meminta pertanggungjawaban pidana 

kepada Kapten Penerbang (pilot) dalam hal sengaja menerbangkan 

pesawat udara yanag membahyakan keamanan dan keselamatan 

penerbangan ataupun kelalaiannya untuk tidak memberitahukan kepada 

pihak ketiga bahwa pesawatnya ataupun pesawat yang lain berada 

dalam keadaan bahaya. 

B. SARAN 

  Berdasarkan uraian kesimpulan di atas maka yang dapat menjadi 

saran dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Dengan melihat berbagai penyebab kecelakaan pesawat udara, maka harus 

ada kerjasama yang baik antara pemerintah dengan pihak perusahaan 

penerbangan. Pemerintah bisa dengan cara menyediakan sarana dan 

prasarana bandar udara yang baik, keamanan yang terjamin, sehingga tidak 

ada lagi peluang bagi pelaku sabotase, pembajak untuk dapat masuk ke 

dalam pesawat udara. Sedangkan dari pihak penerbangan harus menjamin 

bahwa pesawat beserta awaknya harus dalam keadaan baik dan memenuhi 

peraturan seperti yang dipersyaratkan. 
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